BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 2-99 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09

TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Menimbang

Mengingat

1.

KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 7
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten
Tabalong;

bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk
penyusunan  rancangan Peraturan Daerah, Bupati
membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
diubgh beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
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Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3887);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4252), sebagiamana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021
tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2015 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 44);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong dengan susunan
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keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mempelajari peraturan perundang-undangan
dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah
Provinsi maupun di luar daerah Provinsi dalam rangka
perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten
Tabalong;

b. melakukan  koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/
Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka
penyusunan/harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan
Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait;

d. melaksanakan pemprosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat
bersama/harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat
Daerah terkait;

e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan
Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh
arahan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas tim.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong sebagaimana
tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .

pada tanggal 20 Asas 2023

& BupaTI TABALONG,W&}

I ANANG SYAKHFIANI 4

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong

di Tanjung.

4. Anggota Tim yang bersangkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 3¢ /2023
TANGGAL 96 junj 207>

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN DALAM TIM
1. | Bupati Tabalong Pengarah I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah II
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4. |Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ketua
Kabupaten Tabalong

5. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Wakil Ketua
Kabupaten Tabalong

6. |Kepala Bagian Hukum  Sekretariat Daerah Sekretaris
Kabupaten Tabalong

7. | Inspektur Kabupaten Tabalong Anggota

8 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Fo—

" | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong g8

9. |Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Anggota
Daerah Kabupaten Tabalong

10. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Anggota
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong .

11. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Anggota
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong

12. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Anggota
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

13. | Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Anggota

dan Informatika Kabupaten Tabalong

14. | Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Anggota

Kabupaten Tabalong
X BupATI TABALONG,V%
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PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Lampiran
Hal

Jalan Cempaka No 38 Tanjung, Telp./Fax. (0526) 2023169, Kode Pos 71513
Website : www.diskominfo.tabalongkab.go.id — Email : diskominfo@tabalongkab.go.id

Mo 108-4v/ 299/ yo
TELAAHAN STAF PN . 20 puni 90;?;

BUPATI TABALONG

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong

14 Juni 2023

1 ( satu ) berkas

Mohon Persetujuan Keputusan Bupati Tabalong Tentang Pembentukan Tim
Penyusun dan Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Nomor 09
Tanun 2015 Teniang Fenyeienggaraan Lembaga Fenyiaran Fubiik Lokai

Kabupaten Tabalong.

Il. Pra Anggapan

Ill. Fakta dan Data

alam rangka me an Ketentuan T
Nornor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran
Publik Lokal (LPPL) yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan dapat
memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan
hal tersebut maka perlu membentuk Tim Penyusun Dan Pembahasan
Rancangan Revisi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong.

Perkembangan dan perubahan teknologi informasi dan media komunikasi
menjadikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong sebagai
mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam mendiseminasikan
program kerja dan hasil pembangunan pada masyarakat sangat memerlukan
Peraturan Daerah yang juga mengikuti perkembangan kemajuan dan
keheragaman media informasi kini,

Dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten
Tabalong yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka
dirasa periu uniuk meruban dan atau mengganti Peraturan Daerah Nomor 09
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Kabupaten Tabalong. Dalam rangka hal tersebut di atas maka dibentuklah Tim
Penyusun dan Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Nomor 09
Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Kakhiimatan Tahalans
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, IV. Kesimpulan . Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong sangat diperlukan untuk di ubah
dan atau diganti. Oleh karena itu Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan
Reovisi Peraturan Daerah Nomeor 00 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong sangat di perlukan untuk
dibentuk.

V. Saran Tindak . Berdasarkan hasil Fakta/ Data dan kesimpulan di atas, berupa saran dapat kami
sampaikan sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Revisi
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Lemhaga Penyiaran Publik |okal Kabupaten Tabalong agar dapat di
buatkan Surat Keputusan dan ditanda tangani Bupati Tabalong.
2. Sebelum Surat Keputusan Bupati ditanda tangani maka Tim Penyusun Dan
Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015
Tentang Penyeienggaraan iembaga Fenyiaiain Fublin LORai Kabup"t“:n

Tabalong masih belum bisa di laksanakan.

Mohon Petunjuk dan Pertimbangan

BUPATI TABALONG

WAKIL BUPATI TABALONG

SEKRETARIS DAERAH
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